
  
 

 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 1981 
TENTANG 

PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undangundang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) di maksudkan 
untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk 
akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini 
dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala 
bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia; 

c. bahwa untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian izin 
penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3040); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 
PENERTIBAN PERJUDIAN. 

Pasal 1 

(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, 
baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempattempat keramaian, 
maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. 

(2) lzin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, 

Pasal 2 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundangundangan tentang 
Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. 
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Pasal 3 

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin 
penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan 
Pemerintah ini akan diatur tersendiri. 

Pasal 4 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Maret 1981 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

SOEHARTO 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Maret 1981 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

SUDHARMONO, SH. 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 10 
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